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PEMERINTAH Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY)
menerima penghargaan Apresiasi
Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD)
2024 Kategori Kinerja Total Tingkat
Provinsi Sedang. Penghargaan di-
serahkan oleh Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian,
Kamis (12/12) di Jakarta. Dalam ke-
sempatan tersebut, Pemerintah
Kota (Pemkot) Yogyakarta juga
memperoleh penghargaan AKPD
Kategori Kinerja Daya Saing
Tingkat Kota Fiskal Sedang, yang
diterima Pj Walikota Yogyakarta
Sugeng Purwanto.

Penghargaan diberikan kepada
Pemerintahan Daerah yang telah
memiliki kinerja baik di level
provinsi, kabupaten/kota untuk
tiga indikator, yakni pelayanan pu-
blik, kesejahteraan masyarakat,
dan daya saing daerah. Para pe-
menang dikategorikan berdasar-
kan kondisi fiskal Pemerintahan
Daerah, yaitu kondisi fiskal tinggi,
sedang dan rendah.

Menurut Sri Sultan, penghar-
gaan tersebut merupakan prestasi
yang telah ditorehkan oleh berba-
gai pihak. Pemda DIY hanya
bertugas untuk mengantarkannya.
Penghargaan tersebut juga men-
jadi babak baru bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) untuk berke-
sadaran tidak hanya merupakan
pekerja kantor semata tetapi
pekerja peradaban.

Dengan perolelan penghargaan
AKPD 2024, diharapkan ASN di
DIY lebih berkesadaran bahwa
mereka tidak sekadar pekerja
kantor tetapi memang pekerja per-
adaban, pegawai publik. Prestasi
yang dicapai Pemda DIY selama
ini tidak memang terlepas dari pe-
ran serta publik.

Dalam proses penjurian, Sultan
HB X juga telah mengungkapkan
tiga aspek penting dalam pemba-
ngunan di DIY. Yakni kesejahtera-
an masyarakat, pelayanan publik,
dan daya saing daerah. Karena
itu, Gubernur DIY juga mem-
berikan apresiasi tinggi terhadap
peran publik, bahkan peran publik
telah memberikan keyakinan lebih
besar Pemda DIY, bahwa apa
yang dilakukan selama ini benar-
benar bermanfaat bagi masyara-

TAJUK RENCANA
ASN Pekerja Peradaban

kat.

Seperti disampaikan Mendagri
Tito Karnavian, salah satu tujuan
pemberian penghargaan adalah
memberikan motivasi dan evalu-
asi terhadap kinerja pemerintah
daerah. Karena itu, variabel yang
dipakai untuk menilai indikatornya
adalah semua kinerja pemerintah-
an daerah, bukan faktor personal-
nya. Meskipun demikian, kepala
daerah memiliki peran krusial da-
lam merencanakan melaksana-
kan dan mengevaluasi berbagai
program dan kebijakan yang
berdampak langsung pada kehi-
dupan.

Pemberian penghargaan AKPD
2024 diharapkan juga dapat men-
ciptakan budaya kompetisi yang
positif antarkepala daerah, yang
pada akhirnya akan memberikan
manfaat langsung bagi masyara-
kat. Selain nilai manfaat dan par-
tisipasi aktif masyarakat, pemba-
ngunan daerah tentunya memang
harus dilandasi nilai-nilai budaya
daerah dan kearifan lokal.

Karena itu, tidak berlebihan
kalau Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X menyebut
ASN adalah pekerja peradaban.
Ini dapat dimaknai bahwa kinerja
ASN memang perlu landasan
adab, yang tidak hanya diajarkan
dalam agama dan budaya, tetapi
juga tercantum dalam Pancasila.
Apabila aparat dan rakyat sama-
sama telah memahami dan
mengamalkan nilai-nilai perada-
ban, maka pembangunan yang di-
lakukan pemerintah daerah tentu
akan punya nilai manfaat tinggi
untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, sudah selayaknya ji-
ka cita-cita, harapan dan keyakin-
an Sri Sultan Hamengku Buwono,
bahwa ASN adalah pekerja perad-
aban, perlu mendapat dukungan
dari berbagai pihak. Tentunya
adab dimaksud bukan sekadar
dalam kebijakan, tetapi juga uca-
pan dan tindakan ASN juga benar-
benar beradab. Dengan demikian,
ASN DIY sebagai pekerja yang
beradab juga akan mendukung
Menteri Kebudayaan Fadli Zon
yang mencanangkan Indonesia
menjadi ibukota peradaban dunia.
Yogya memang istimewa. O-d
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Problematika Upah Minimum 2025

TANGGAL 11 Desember 2024 telah
ditetapkan upah minimum provinsi
(UMP) untuk tahun 2025 di seluruh
Indonesia. Provinsi DIY ditetapkan
sebesar Rp2.264.080,95, naik 6,5% dari
UMP tahun 2024.

Penetapan upah minimum 2025 ti-
dak luput dari polemik. Kenaikan 6,5%
berlaku di seluruh Indonesia meru-
pakan buntut dari Pemerintah yang
menetapkan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja (Permenaker) 16/2024 tentang
Penetapan Upah Minimum 2025.
Penetapan Permenaker ini merupakan
upaya Pemerintah menanggapi
Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) 168/PUU-XX1/2023 yang
cukup banyak menyinggung sub-
stansi pasal terkait upah mini-
mum, misal kehadiran kembali
upah minimum sektoral. Meski
demikian, Permenaker inilah yang
justru menjadi sumber problemati-
ka dalam proses penetapan Upah
Minimum 2025.

Dasar hukum utama mengenai
upah minimum tentu UU 13/2003
dan UU 6/2023 tentang pengesa-
han Perppu Cipta Kerja. Peratur-
an turunan dari kedua UU terse-
but secara khusus terdapat dalam
PP Pengupahan yang dimuat da-
lam PP 36/2021 dan PP 51/2023.
Menariknya, dalam bagian konsid-
erans mengingat dari Permenaker
Upah Minimum 2025, kedua PP
Pengupahan tersebut tidak di-
jadikan salah satu peraturan perun-
dang-undangan yang disebutkan.
Padahal, hingga kini PP Pengupahan
masih berlaku dan mestinya dijadikan
salah satu acuan penyusunan. Apalagi
secara hierarki peraturan perundang-
undangan, PP Pengupahan berada di
tingkat lebih tinggi.

Substansi Permenaker juga menun-
jukkan kerancuan dengan dasar
hukum utama aturan pengupahan da-
lam kedua UU dan kedua PP di atas.
Secara spesifik Pasal 10 ayat (1)
Permenaker menetapkan bahwa nilai
kenaikan upah minimum 2025 berada
di persentase 6,5% dari upah minimum
2024. Hal ini menjadi menarik meng-

Nindry Sulistya Widiastiani

ingat jika merujuk pada kedua UU dan
kedua PP, penetapan upah minimum
mestinya dilakukan berdasar kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu
variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi,
dan indeks tertentu (Pasal 88 C ayat (4),
(5) dalam UU, dan Pasal 25 ayat (2) ser-
ta Pasal 26 ayat (10) pada PP). Variabel-
variabel ini mestinya diambil dari ma-
sing-masing daerah, yang berarti tidak
berlaku umum. Mengambil contoh vari

abel indeks tertentu, didefinisikan da-
lam UU dan PP yaitu sebagai variabel
yang mewakili kontribusi tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi
provinsi atau kabupaten/kota. Ini
artinya, besaran variabel tersebut da-
pat berbeda di setiap daerahnya, se-
hingga menjadi pertanyaan bersama,
mengapa dalam Permenaker justru
ditetapkan persentase kenaikan upah
minimum yang sama? Lebih-lebih, da-
lam UU dan PP Pengupahan juga se-
cara jelas mensyaratkan variabel-vari-
abel yang digunakan seharusnya
bersumber dari data lembaga yang
berwenang di bidang statistik, yaitu
Badan Pusat Statistik (BPS). Polemik
yang berkembang dipicu oleh argumen

transparansi data terkait data mana
yang digunakan sehingga dapat diam-
bil kesimpulan persentase kenaikan up-
ah minimum rata di angka 6,5%.
Ketidaksinkronan juga terlihat se-
cara sederhana mengenai tanggal pene-
tapan UMP, mestinya paling lambat 21
November dan UMK di 30 November,
namun Permenaker menetapkan pa-
ling lambat 11 Desember dan 18
Desember. Meski dalam argumennya
karena terdapat Putusan MK yang ti-
ba-tiba ditetapkan, sehingga perlu

penyesuaian proses penetapan upah

minimum. Meski yang menjadi
soal ialah, Permenaker kemudi-
an substansinya tidak meng-
ikuti UU dan PP yang mana se-
cara hierarki lebih tinggi dan
lebih kuat posisinya.

Terhadap polemik-polemik
tersebut, Pemerintah cenderung
berlindung di balik aturan Pasal
4 ayat (3) PP Pengupahan, bah-
wa Pemerintah Daerah dalam
menetapkan kebijakan pengu-
pahan wajib berpedoman pada
kebijakan Pemerintah Pusat.
Kebijakan yang dimaksud ialah
substansi yang ditetapkan da-
lam Permenaker. Di sisi lain, da-
lam ilmu hukum terdapat prin-
sip atau asas ilex superior dero-
gat legi inferiorii yang bermakna
perundang-undangan yang
lebih tinggi tingkatannya me-
ngesampingkan peraturan yang
lebih rendah. Jelas UU dan PP tentu
lebih tinggi dari Permenaker. [-d

*) Nindry Sulistya Widiastiani SH

MH CIRP, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
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Pembaca yang budiman, terima-
kasih partisipasinya dalam menulis dan
mengirimkan artikel untuk SKH Kedau-
latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-
nya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 550 - 600 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih.

Kinerja Cemerlang Bank BPD DIY, Perlu Lebih Progresif

BANK BPD DIY berusia 63 tahun pa-
da 15 Desember 2024 ini. Dalam usia
terus bertambah, wajar kalau kian
matang dan kian men-Yogyakarta.
Datang ke berbagai objek wisata di DIY,
éwajahi Bank BPD DIY muncul dengan
logo-logonya di tempat pelaku-pelaku
ekonomi. Bank BPD DIY hadir pada
UMKM-UMKM yang menguasai lebih
90% pelaku ekonomi daerah ini. Datang
ke sekolah-sekolah dan kampus-kam-
pus PT di DIY, Bank BPD DIY bukan
saja hadir sebagai lembaga dana, juga
memberi edukasi terkait literasi ke-
uangan, mendorong tumbuhnya kewi-
rausahaan, serta memberi beasiswa ba-
gl yang kurang mampu dan memiliki
prestasi bagus.

Bank BPD DIY juga hadir di pasar-
pasar tradisional, korporasi menengah,
pegawai negeri maupun swasta, indus-
tri kerajinan, kuliner, properti, pertani-
an, dan berbagai usaha lain. Dana tang-
gung jawab sosialnya juga mengalir ke
pengembangan usaha seperti gandeng
gendong, penanganan sampah, ling-
kungan hidup serta kegiatan sosial ke-
masyarakatan lain. Memenuhi segmen
Masyarakat yang membutuhkan, sejak
2007 Bank BPD Syariah memiliki Unit
Usaha Syariah, juga terus berkembang.
Aset Bank BPD DIY Syariah sudah
lebih dari Rp 2 (dua) triliun, dengan la-
ba untuk tahun 2023 lebih dari Rp 82

Ya, Bank BPD DIY saat ini masuk ke
dalam sel-sel kehidupan masyarakat,
menjadikannya sebagai agent of devel-
opment sesuai regulasi yang menaungi
sebagai Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD). Bank BPD DIY sebagai unit
bisnis harus profesional, mencari keun-
tungan seoptimal mungkin, namun ju-
ga mempunyai tanggung jawab sosial
membangun daerah ini. Bagaimana ter-
libat menggerakkan dan mendorong ke-
hidupan ekonomi masyarakat, serta
pembangunan secara umum di DIY. Ini
konsekuensi logis sebagai lembaga
ekonomi yang sahamnya dimiliki
Pemerintah di DIY.

Beruntung, manajemen Bank BPD
DIY menjalankan amanah berbagai re-
gulasi itu sebagai suatu kesadaran,
bukan kepatuhan semata. Dengan
demikian kinerja Bank BPD DIY terli-
hat kian moncer. Kinerja keuangannya,
selama beberapa dekade, dari penilaian
lembaga kompeten seperti Info Bank,
selalu berpredikat iSangat Bagusi. Juga
saat diberitakan keuntungan bank-
bank BPD besar di tanah air merosot
tahun 2024 ini, Bank BPD DIY justru
meningkat.

Edy Suandi Hamid

Berbagai penghargaan setiap tahun
menghampiri Bank BPD DIY. Terbaru
akhir November lalu, Dirut BPD DIY
Santoso Rohmad masuk dalam Top 100
CEO Keuangan dan BUMN 2024. Saat
bersamaan Dirum, Hudan Mulyawan
masuk dalam kategori The 200 Future
Leaders 2024. Pertengahan tahun ini,
Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY,
Dian Ari Ani mendapat penghargaan se-
bagai Most Outstanding Women 2024
dari Majalah Infobank.

Masih banyak penghargaan lain yang
diterima setahun terakhir, seperti peng-
hargaan terkait implementasi digital-
isasi perbankan, The Asian Post Best
Regional Champion 2024 di Bali, peng-
hargaan sebagai Bank Implementasi
Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
Terbaik kategori BPD dari OJK, dan se-
bagainya. Ini merupakan rekognisi bah-
wa Bank BPD DIY dikelola dengan
baik, sehingga menghasilkan kinerja ce-
merlang. Dampak lebih lanjut, keper-
cayaan masyarakat kian meningkat.
Bagi bisnis perbankan, kepercayaan
masyarakat merupakan suatu kenis-
cayaan, dan harus terus dipelihara dan
ditingkatkan.

Dengan kinerja itu pula Bank BPD
bisa berkontribusi pada fiskal Pemprov
DIY, serta Pemkot/Pemkab se-DIY dari
deviden yang diterima sebagai pe-
megang saham. Misal tahun 2021 divi-
den yang dibagikan kepada pemegang
saham Rp 190,13 miliar. Namun
demikian angka-angka ini memang
masih jauh lebih kecil diban-

di DIY, apalagi mengandalkan dana
Pemerintah atau ASN. Bank BPD perlu
lebih progresif masuk ke korporasi be-
sar, yang ada di dalam dan di luar DIY,
seperti di kota-kota industri Jateng,
Jabar, Jatim, DKI, dan daerah lain.

Amanat Undang-undang yang
melekat pada BUMD, yakni UU 5/ 1962
tentang Perusda, UU 13/ 1962 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok BPD, di
samping Perda yang melingkupinya,
tetap harus menjadi pegangan. BPD
berfungsi memberi pinjaman keperluan
investasi, perluasan, dan pembaruan
proyek-proyek pembangunan di daerah,
baik oleh Pemda maupun perusahaan-
perusahaan campuran antara Pemda
dan swasta.

Sejauh mana perintah UU dan Perda
itu sudah dilakukan? Uraian di atas
menunjukkan Manajemen Bank BPD
DIY sudah berupaya mengimplemen-
tasikannya. Namun tentu saja tuntut-
an agar bisa berkinerja lebih baik tetap
kita gaungkan. Ruang untuk itu masih
terbuka luas, sejalan dengan perekono-
mian masyarakat daerah ini yang kian
berkembang, dan akan menjadi lebih
berkembang dengan adanya bandara
YIA yang didukung jalan toll ruas Solo-
Yogya-YIA-Bawen.

Dirgahayu Bank BPD DIY. Semogai
(Kita) Dapat Berkembang Bersamai
serta sukses bersama untuk Masya-
rakat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Indonesia. O-d

*) Edy Suandi Hamid, Prof, Dr,
M.Ee, Ekonom, Rektor Universitas
Widya Mataram (UWM) Yogyakarta,
dan Dewan Pengawas PP Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia.

dingkan Bank-Bank BUMD
di Jawa lainnya, yang kon-
tribusinya bisa triliunan. Ini
karena memang sesuai be-
sarannya, yang bisa dilihat
dari permodalan maupun
asetnya, Bank BUMD DIY
memang jauh relative kecil
dibanding tetangganya terse-
but.

Bagaimanapun Bank BPD
DIY dengan posisinya yang
relative strategis di Pulau
Jawa ini dapat menjadi suatu
perbankan besar dan meng-
global. Untuk itu, Bank BPD
DIY tetap terus dituntut me-
ningkatkan profesionalisme-
nya, misalnya, pasar maupun
sumber dananya tidak sema-
ta mengandalkan captive
market yang sangat terbatas

Fojok KR

Pemerintah Daerah DIY mendapat-
kan penghargaan AKPD 2024.
-- DIY memang istimewa.

Dinas Kebudayaan DIY terus ber-
upaya melestarikan cagar budaya.
-- Tidak asal sepuh.

DIY menerima alokasi APBN Tahun
2025 sebesar Rp 21,3 triliun.
-- Untuk belanja saja?
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